
  

 
 

 
 
 

WALI KOTA TARAKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN 

NOMOR     22     TAHUN 2024 
TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA TARAKAN, 

 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor  29 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3711); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020      

Nomor 1781); 
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15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tarakan 

Tahun 2022 Nomor 72); 
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 41); 

17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023  (Lembaran Daerah Kota 
Tarakan Tahun 2023 Nomor 75); 

18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 79); 
19. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 34 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota 
Tarakan Tahun 2022 Nomor 525); 

20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 
Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 545); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN       
ANGGARAN 2023. 

 
Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: 

a. Pendapatan 
1. Pendapatan Asli Daerah 

2. Pendapatan Transfer 
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Jumlah Pendapatan  

 
Rp    174.950.040.888,63  

Rp    983.549.492.817,00 
Rp        3.412.403.462,00 + 

Rp  1.161.911.937.167,63 
 

b. Belanja 

1. Belanja Operasi: 
a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 
c. Belanja Bunga 

d. Belanja Hibah 
e. Belanja Bantuan Sosial 

Jumlah Belanja Operasi 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Rp     398.818.594.574,00 

Rp     325.517.556.206,81 
Rp                           00,00 

Rp    141.649.793.597,00 
Rp        2.724.179.010,00 + 
Rp    868.710.123.387,81 
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2. Belanja Modal: 

a. Belanja Tanah 
b. Belanja Peralatan dan Mesin 

c. Belanja Gedung dan Bangunan 
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 
e. Belanja Aset Tetap Lainnya 

f. Belanja Aset Lainnya 
Jumlah Belanja Modal 

3. Belanja Tidak Terduga: 
a. Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 
4. Transfer: 

a. Transfer Bantuan Keuangan 

Lainnya 
Jumlah Transfer 

Jumlah Belanja dan Transfer 
Surplus / (Defisit) 

 

Rp        6.911.585.555,00 
Rp      17.801.793.264,00 

Rp    226.664.480.433,52 
Rp    139.194.648.564,00 
Rp        4.281.600.495,00 

Rp        1.185.910.000,00 + 
Rp    396.040.018.311,52 

 
Rp           767.355.931,00 + 

Rp           767.355.931,00 
 
Rp                            0,00+ 

 
Rp                            0,00   

Rp 1.265.517.497.630,33 
Rp   (103.605.560.462,70) 

       
c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah  

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Jumlah Pembiayaan Netto 

 
Rp    146.487.097.097,94 

Rp       (3.000.000.000,00)+ 
Rp    143.487.097.097,94 

 
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA 

Tahun berkenaan 
 

Rp      39.881.536.635,24 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal 3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 
Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam      
Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan. 
 

 
Ditetapkan di Tarakan 

pada tanggal 29 Agustus 2024   
 

Pj. WALI KOTA TARAKAN, 
 

ttd 

 
BUSTAN 

 
Diundangkan di Tarakan 

pada tanggal 29 Agustus 2024  
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, 

 
ttd 

 
JAMALUDIN 

 
BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 585 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 

 
 

BASRIADI, S.STP 
NIP 197909091998101001 


